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PUTUSAN
Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.JP
PEN 51t S 1
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam
perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:
XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 April
1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXX,  Kota ~ Jakarta  Pusat, sebagai
Penggugat;
melawan

XOXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXxxXxX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Juni
1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver
ojek, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta
Pusat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal
hari itu juga dalam register perkara Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.JP, telah
mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2005, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta
Pusat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxtertanggal 10
Januari 2005;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di kontrakan di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pengg ugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 04 Juli 2005;

3.2 XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 06 Mei 2013;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018,
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat diketahui mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dimana
hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;

4.2 Tergugat sering bermain judi online yang dimana hal tersebut
menimbulkan perselisihan rumah tangga;

4.3 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal
ini kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.4 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang
marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti
perasaan Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup atas
perlakuan Tergugat;

4.5 Tergugat diketahui pernah menggadaikan motor milik anak, dan bahkan
Tergugat juga menggadaikan barang milik Penggugat serta orang lain;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2022, yang
akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta
yang pergi meninggalkan kediaman terakhir adalah Penggugat dan kembali
kerumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu sampai dengan
sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan
sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta

Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga
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dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya
jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, Penggugat merupakan warga yang layak dibantu atau tidak
mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor :
32/AG.2b/31.71.01.1005/4/TM.34.01/e/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala
Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
tertanggal 12 Agustus 2024, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar membebaskan seluruh biaya akibat
perkara ini;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XxXxXxXXxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta
Pusat tahun anggaran 2024;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat

lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono).

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara
secara cuma-cuma, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah
membuat penetapan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 13 Agustus 2024
dengan amar sebagai berikut :
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1. Mengabulkan permohonan Penggugat.

2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkar ini dibebankan kepada
Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di
nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 10
Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Gambir Kota Adm. Jakarta
Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan
dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.
Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXxxxxxxxxxxr, Kota
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Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2005;

- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat
tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 3
(tiga) tahun yang lalu sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar
karena Tergugat menggadaikan motor orang yang kemudian orang
tersebut menagihnya kepada Penggugat, Tergugat menjual handphone,
dan Tergugat sering main judi online;

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sejak bulan Desember 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak
berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, XxXxXxxxXxXxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXxXXxxXxXxxxxr, Kota
Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2005;
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- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat
tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 3
(tiga) tahun yang lalu sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar
karena Tergugat menggadaikan motor orang dan Penggugat yang
ditagihnya, Tergugat menjual handphone, dan Tergugat sering main judi
online saksi melihat sendiri serta Tergugat sering menggunakan Narkoba
dan saksi melihat sendiri;

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak
berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018,
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang
disebabkan oleh karena Tergugat diketahui mengkonsumsi narkotika jenis sabu
yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat sering
bermain judi online yang dimana hal tersebut menimbulkan perselisihan rumah
tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal
ini kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat
memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah Tergugat sering
mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat sehingga
Penggugat tidak sanggup atas perlakuan Tergugat dan Tergugat diketahui
pernah menggadaikan motor milik anak, dan bahkan Tergugat juga
menggadaikan barang milik Penggugat serta orang lain;, akibatnya Penggugat
dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta yang pergi meninggalkan
kediaman terakhir adalah Penggugat dan kembali kerumah orang tua
Penggugat sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya
gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah
mengajukan bukti bertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi, yaitu XXXXXXXXXXXX
dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan
dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah
bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan
pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat
diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir
serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah
memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan
Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat
bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis
Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (legal standi
in judicio) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat
untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, majelis hakim menilai
bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah
sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat
bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah
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berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan terbukti

Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan

belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai

hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni
keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di
persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri
karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya
dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung
gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat
disimpulkan sebagai berikut::

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran bulan Januari 2018 yang disebabkan oleh karena Tergugat
diketahui mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dimana hal tersebut
diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat sering bermain judi online
yang dimana hal tersebut menimbulkan perselisihan rumah tangga, dan
Tergugat diketahui pernah menggadaikan motor milik anak, dan bahkan
Tergugat juga menggadaikan barang milik Penggugat serta orang lain;;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah tidak
berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap
kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
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keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan)
bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah
tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak
dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk
itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, maka
mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya
akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan
tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi
keduanya, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk
disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar
apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk
mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan
harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslatahan, sebagaimana
kaidah figh menyebutkan:

tdlaoll wl> e paio awlaall 1) 5
Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada
mencari kemaslahatan”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
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ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Jakarta Pusat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk
berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor
1075/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 13 Agustus 2024, dan pada DIPA Pengadilan
Agama Jakarta Pusat tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta
Pusat tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Biaya yang timbul pada perkara ini dibebankan kepada negara

melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini
sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Drs. Nusirwan, S.H.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
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pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
TTD TTD
Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. Dra. Hj. Eni Zulaini
TTD

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD
Winda Yunita Dewi, S.H.l., M.H.
Perincian biaya :

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H
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